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KATA PENGANTAR

Pembangunan merupakan serangkaian usaha untuk memperbaiki keadaaan
menjadi lebih baik dari keadaan sebelummya. Dalam konteks pelaksaaan
pembangunan -daerah, kemandirian dalam hal -pembiayaan daerah semenjak
diberlakukannya otonomi daerah semakin diperlukan. Reformasi temyata membawa
angina segar bagi pelaksanaan otonomi daerah yang seutuhnya. Terbukti dengan
dikeluarkannya dua Undang-Undang yaitu : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-IIndang Nomor 33 Tahun
2004 bertujuan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil, guna
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Konsekuensinya adalah daerah tersebut
harus mempunyai keuangan sendiri. Salah satu sumber keuangan tersebut adalah
Pendapatan Asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagi
laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain.

Pajak daerah Propinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2005
memberikan sumbangan yang cukup besar bagi pendapatan daerah. Sedangkan

penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air merupakan salah



satu komponen dari penerimaan pajak daerah yang memeberikan kontribusi yang
cukup besar dibanding dengan penerimaan pajak lainnya.

Dalam upaya menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak
kendaraan atas air, salah satunya yaitu dengan mengetahui efesiensi dan efektivitas
pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraaan atas air. Melalui
penulisan ini juga ingin dijelaskan mengenai seberapa besar pengaruh jumlah
penduduk, jumlah kendaraan bermotor, PDRB; dan Variabel Dummy (sebelum dan
sesudah adanya PKAA) terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pajak
kendaraan atas air.

Dalam penulisan ini telah diupayakan sebaik mungkin dengan segenap
kemampuan yang ada. Namun tentu saja bahwa sesumpurna yang diharapkan. Untuk
itu kritik dn saran yang membangun sangat diharapkan oleh Penulis. Semoga tulisan

ini dapat dimanfaatkan bagi kita semua.

Inderalaya, 18 Mei 2007

Penulis
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ABSTRACT

The target of this research is to find out the efficiency and effectiveness
from taxes collection of vehicle and taxes of water vehicle in South Sumatra
Province, and also to find out the influence of population, the sum of vehicle and the
water vehicle, PDRB, Dummy variable (before and after water vehicle taxes exist)
toward the tax revenue of vehicle and water vehicle. The variables that is studied in
this research are the taxes vehicle revenue and water vehicle revenue, taxes collection
cost of vehicle and water vehicle, Population, PDRB, and Dummy variable. The
result shows that first, value of efficiency and effectively taxes of vehicle and water
vehicle in South Sumatra province is very efficient with effectively level which is
very effective in it’s collected. Second, population, the sum of vehicle and water
vehicle, PDRB, and Dummy variable together influence toward the tax revenue of
vehicle and water vehicle in the South Sumatra province with R*= 0,993.

Key Words : Vehicle and water vehicle taxes revenue, taxes collection cost,
population, the sum of vehicle and the water vehicle, PDRB, Dummy
variable (before and after water vehicle taxes exist).
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas
pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air di Propinsi
Sumatera Selatan, serta untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, jumlah
kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB, dan variabel dummy (sebelum
dan sesudah adanya pajak kendaraan atas air) terhadap penerimaan pajak kendaraan
bermotor dan pajak kendaraan atas air. Variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian
ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, biaya
pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air, jumlah
penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB, dan variabel
dummy. Hasilnya menunjukkan bahwa Pertama, nilai efisiensi dan efektivitas pajak
kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air di Propinsi Sumatera Selatan adalah
sangat efisien dengan tingkat efektivitas yang sangat efektif dalam pemungutannya.
Kedua, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB,
dan variabel dummy secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air di Propinsi Sumatera Selatan
dengan R% = 0,993.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan atas air,
biaya pemungutan, Jumlah penduduk, Jumlah kendaraan bermotor dan
kendaraan atas air, PDRB, variabel dummy (sebelum dan sesudah
adanya pajak kendaraan atas air)
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ABSTRACT

The target of this research is to find out the efficiency and effectiveness
from taxes collection of vehicle and taxes of water vehicle in South Sumatra
Province, and also to find out the influence of population, the sum of vehicle and the
water vehicle, PDRB, Dummy variable (before and after water vehicle taxes exist)
toward the tax revenue of vehicle and water vehicle. The variables that is studied in
this research are the taxes vehicle revenue and water vehicle revenue, taxes collection
cost of vehicle and water vehicle, Population, PDRB, and Dummy variable. The
result shows that first, value of efficiency and effectively taxes of vehicle and water
vehicle in South Sumatra province is very efficient with effectively level which is
very effective in it’s collected. Second, population, the sum of vehicle and water
vehicle, PDRB, and Dummy variable together influence toward the tax revenue of
vehicle and water vehicle in the South Sumatra province with R?= 0,993,

Key Words : Vehicle and water vehicle taxes revenue, taxes collection cost,
population, the sum of vehicle and the water vehicle, PDRB, Dummy
variable (before and after water vehicle taxes exist).
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas
pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air di Propinsi
Sumatera Selatan, serta untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, jumlah
kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB, dan variabel dummy (sebelum
dan sesudah adanya pajak kendaraan atas air) terhadap penerimaan pajak kendaraan
bermotor dan pajak kendaraan atas air. Variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian
ini adalah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, biaya
pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air, jumlah
penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB, dan variabel
dummy. Hasilnya menunjukkan bahwa Pertama, nilai efisiensi dan efektivitas pajak
kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air di Propinsi Sumatera Selatan adalah
sangat efisien dengan tingkat efektivitas yang sangat efektif dalam pemungutannya.
Kedua, jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, PDRB,
dan variabel dummy secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak
kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air di Propinsi Sumatera Selatan
dengan R% = 0,993.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan atas air,
biaya pemungutan, Jumlah penduduk, Jumlah kendaraan bermotor dan
kendaraan atas air, PDRB, variabel dummy (sebelum dan sesudah
adanya pajak kendaraan atas air)
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BAB I

PENDAHULUAN

L1 Latar belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang.
Sebagai salah satu negara berkembang, pembangunan menjadi prioritas utama guna
mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat
yang merata di segala bidang, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Selain
itu pembangunan di segala bidang juga perlu dilaksanakan agar Indonesia sebagai
negara berkembang mampu untuk bersaing dengan negara maju.

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang
melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental
yang sudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan
pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan. Namun
demikian, semua itu telah mengalami perubahan, mencakup dimensi yang lebih luas
yang mehcakup berbagai aspek kehidupan. Sehingga dapat diartikan , pembangunan
adalah suatu orientasi dari kegiatan usaha tanpa akhir (Faisal Basri, 1997 : 56).

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, kemandirian dalam
pembiayaan yang berasal dari pendapatan daerah makin diperlukan, untuk
mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang berkesinambungan. Pemerintah
daerah dituntut untuk lebih berperan dalam menjalankan fungsinya untuk dapat

menggali potensi sumber daya yang ada didaerah, terutama sumber-sumber keuangan



yang berasal dari daerah sendiri sebagai modal dasar bagi daerah guna memperkecil
ketergantungan dana pada pemerintah pusat (Bachrul Elmi, 2002 : 8).

Untuk mencapai keadaan itu, pemerintah Indonesia memberikan kebebasan
bagi setiap daerah untuk membangun dan mencapai tujuan pembangunan di segala
bidang dengan otonomi daerah. Untuk mendukung hal itu, maka pemerintah
mengeluarkan undang-undang mengenai desentralisasi yaitu Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Proses desentralisasi yang difasilitasi oleh Undang-Undang Nomor 32 dan
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 telah menggeser paradigma kesuatu
perubahan dimana setiap daerah diberikan hak, sekaligus kewenangan yang seluas-
luasnya untuk melaksanakan otonomi daerah dengan penyerahan 4 (empat) elemen
dasar dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yaitu desentralisasi politik
(devolusi), desentralisasi fiskal (fiscal decentralization), desentralisasi administrasi
(administration  decentralization), dan desentralisasi ekonomi (economy
decentralization) yang akan menjadi kewajiban daerah untuk mengelolanya secara
efektif dan efisien serta menumbuhkan kemandirian dan kemampuan daerah dalam
melaksanakan fungsinya (Bachrul Elmi ; 2002 :12).

Pengertian desentralisasi fiskal itu sendiri adalah pelimpahan kewenangan
kepada daerah untuk menggali dan menggunakan sendiri sumber-sumber penerimaan

dacrah sesuai dengan potensinya masing-masing. Aspek-aspek utama dan



desentralisasi fiskal adalah tanggung jawab pengeluaran, penerimaan, perpindahan
fiskal antar pemerintah, dan pinjaman dari pemerintah lokal (Boex, 2001).

Adapun kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia, menurut Kadjatmiko
(2002), dilakukan dengan tujuan, yaitu: (1) Menjaga kesinambungan kebijaksanaan
fiskal dalam komteks kebijaksanaan ekonomi makro, (2) Mengoreksi vertical
imbalance, yaita memperkecil ketimpangan yang terjadi antara keuangan pemerintah
pusat dan keuangan daerah yang dilakukan dengan memperbesar kemampuan pajak
daerah, (3) Mengoreksi horizontal imbalance yaitu ketimpangan antar daerah dalam
kemampuan keuangannya, (4) Meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi
dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, (5) Meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat, dan (6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan di sektor publik.

Dalam hal perpajakan, ini sesuai dengan asas desentralisasi yang
menyarankan agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-
baiknya, maka kepada daerah perlu diberi sumber-sumber pembiayaan yang cukup,
akan tetapi mengingat kebutuhan negara sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas
nasional, maka sumber-sumber pembiayaan yang dapat diserahkan pada daerah
sifatnya terbatas, oleh karena itu setiap daerah wajib untuk menggali segala
kemungkinan sumber keuangan yang sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah harus mengupayakan peningkatan
sumber penerimaan daerah yang salah satunya melalui pemungutan pajak. Untuk

menggali sumber dana tersebut diperlukan suatu perencanaan yang matang guna



menghindari kekeliruan dalam melakukan prediksi pendapatan dimasa yang akan
datang, sehingga tidak realitisnya anggaran pendapatan dan “mis statement” anggaran
pendapatan yang menyebabkan “mis leading” pembelanjaan dapat dihindari (Selamat
Bamim, 2002 : 108).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, bahwa sumber-sumber pendapatan
daerah adalah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi :
a. Pajak daerah;
b. Retribusi daerah;
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, terdin atas :
a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum;
c. Dana Alokasi Khusus.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah

yang penting guna membayar penyelenggaraan dan pembagunan daerah untuk

memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.



Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada lapangan yang belum
digunakan oleh negara (pusat). Sebaliknya negara juga tidak boleh memungut pajak
yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu terdapat ketentuan bahwa pajak dari
daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari
daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

Pungutan pajak daerah dalam hal ini adalah Propinsi Sumatera Selatan
besarnya ditentukan oleh pemerintah daerah, dan juga merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :




Tabel 1.1
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Propinsi Sumatera Selatan
1996 — 2005
Kontribusi
Tahun Pajak daerah PAD %)

1996 60.655.271.458 90.386.646.029 67,10
1997 68.005.124.134 187.164.624.447 36,34
1998 47.315.276.696 259.492.716.720 18,23
1999 70.795.725.712 303.741.376.076 23,30
2000 104.273.700.600 344.080.295.332 30,30
2001 164.856.086.130 582.214.222.690 28,31
2002 228.474.715.566 814.868.866.529 28,03
2003 307.644.966.607 939.996.389.570 32,72
2004 413.510.830.320 937.812.272.044 44,09
2005 511.381.782.892 1.086.100.105.448 47,08

Rata-rata 35,56

Sumber: Dipenda Propinsi Sumatera Selatan, Realisasi Penenerimaan Daerah Propinsi

Sumatera Selatan, 1996 — 2005

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa penerimaan pajak daerah Propinsi
Sumatera Selatan dari tahun 1996 — 2005 terus mengalami kenaikan, hanya pada
tahun 1998 terjadi penurunan. Kontribusi terbesar pajak daerah terhadap PAD
Propinsi Sumatera Selatan yaitu pada tahun 1996 yaitu sebesar 67,10 persen,
sedangkan kontribusi terkecil pada tahun 1998 sebesar 18,23 persen. Apabila dilihat

secara keseluruhan, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Propinsi



Sumatera Selatan selama tahun 1996-2005 naik turun atau fluktuatif dengan rata-rata
kontribusi setiap tahun adalah sebesar 35,56 persen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, ditetapkan sembilan
jenis pajak daerah, yaitu tiga jenis pajak daerah tingkat I dan enam jenis pajak daerah
tingkat II, yaitu :

1. Pajak Daerah tingkat I terdiri dari :
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
2. Pajak Daerah tingkat II terdiri dan :
a. Pajak Hotel dan Restoran;
b. Pajak Hiburan;
c. Pajak Reklame;
d. Pajak Penerangan Jalan;
e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;
f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Noomor 18 Tahun 1997 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah dikelompokkan menjadi :

1. Jenis pajak Propinsi terdiri atas :



a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan di Atas Air ((PKB dan
PKAA);

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan di
Atas Air (BBKNKB dan BBNKAA);

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
(P3ABT dan AP).

2. Jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas :

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

g Pajak Parkir.

Jenis pajak Propinsi bersifat limitatif yang berarti propinsi tidak dapat
memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan dan hanya dapat menambah
retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam UU. Adanya
pembatasan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi terkait dengan kewenangan
propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas hanya meliputi kewenangan dalam
bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota, serta kewenangan

bidang pemerintahan tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaanya propinsi dapat



tidak memungut jenis pajak yang ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang
memadai. Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk pajak propinsi
yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia.

Sedangkan jenis pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya
kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya
selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000 (Sabrinawaty ;
2005 : 11).

Dalam mengelola keuangan daerah salah satu unsur yang cukup
menentukan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk mengelola dan
mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, karena kemampuan dan
kemandirian suatu daerah dilihat dari seberapa besar PAD daerah tersebut dapat
digali dan direalisasikan sesuai dengan potensi daerah tersebut.

Banyak sumber-sumber potensi yang dapat digali oleh daerah otonom untuk
meningkatkan pendapatan daerahnya sendiri, salah satunya adalah pajak daerah
berupa Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air.

Pajak Kendaraan bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air adalah pajak atas
kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan Atas Air.
Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh
peralatan teknik berupa motor atau [‘)eralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah
suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang

bersangkutan. Sedangkan kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang
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bergerak oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang digunakan di atas air.

Seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 menjadi
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas
menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Hal ini membuat pajak
kendaraan bermotor diperluas menjadi Pajak Kendaraan bermotor dan Pajak
Kendaraan Atas air. Dalam praktik jenis pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA). Tetapi pada
penelitian kali ini akan menggabungkan kedua penerimaan pajak kendaraan tersebut,
yaitu pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air dikarenakan pajak
kendaraan bermotor dan pajak kendaraan atas air merupakan komponen yang sangat
penting bagi penerimaaan pajak daerah.

Adapun dasar hukum pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak
Kendaraan Atas Air di Propinsi Sumatera Selatan adalah adalah Peraturan Daerah
Propinsi Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
dan Kendaraan Atas Air dan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212
Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor
22 Tahun 2001. Sechingga dalam penerimaan Pajak Daerah Propinsi Sumatera
Selatan, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Atas Air merupakan salah satu pos

penerimaan Pajak Daerah yang baru terwujud pada tahun 2002.
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Berikut ini disajikan tabel penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak

Kendaraan Atas Air terhadap total Pajak Daerah dari tahun 1996 — 2005 Propinsi

Sumatera Selatan.

Tabel 1.2

Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan

Propinsi Sumatera Selatan

Pajak Kendaraan Atas Air (PKAA) Terhadap Total Pajak Daerah

1996 - 2005
Kontribusi PKB
Thn PKB PKAA Jumiah Pajak Daerah dan PRAA

PKB dan PKAA Thd Pjk Daerah
(%)
1996 23.683.007.830 -] 23.683.007.830 | 60.655.271.458 39,04
1997 24.870.046.995 -| 24.870.046.995 | 68.005.124.134 36,57
1998 31.665.473.044 -] 31.665473.044 | 47.315.276.696 66,92
1999 43.122.659.019 -1 43.122.659.019 | 70.795.725.712 60,91
2000 47.064.576.282 -| 47.064.576.282 | 104.273.700.600 45,13
2001 77.486.625.144 -| 77.486.625.144 | 164.856.086.130 47,00
2002 87.027.784.826 | 96.458.525 | 87.124.243.351 | 228.474.715.566 38,13
2003 | 115.216.929.716 | 120.000.265 | 115.336.929.981 | 307.644.966.607 37,49
2004 | 145.009.156.321 | 154.639.075 | 145.163.795.396 | 413.510.830.320 35,10
2005 | 178.048.304.228 | 180.897.150 | 178.229.201.378 | 511.381.782.892 34,85
Rata-rata 44,11

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (1996 200S5)

Berdasarkan data empiris diatas dapat dilihat bahwa pada penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air terus mengalami pertumbuhan

yang positif tetapi pada kontribusi jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan

pajak kendaraan atas air terhadap penerimaan pajak daerah Sumatera Selatan selama
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tahun 1996-2005 naik turun atau fluktuatif dengan rata-rata kontribusi setiap tahun
adalah sebesar 44,11 persen.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan dari sektor Pajak
Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Atas Air masih harus terus ditingkatkan
karena walaupun terus mengalami kenaikan jumlah penerimaannya tetapi

kontribusinya terhadap Pajak Daerah relatif berfluktuasi.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Apakah pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas
Air di propinsi Sumatera Selatan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.
2. Bagaimana pengaruh jumlah kendaraan bermotor dan kendaraan atas air, jumlah
penduduk, PDRB, dan terhadap jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

dan Kendaraan Atas Air Propinsi Sumatera Selatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini
adalah :

1. Untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas dari pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Kendaraan Atas Air di Propinsi Sumatera Selatan.
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2. Untuk menganalisis berapa besar pengaruh jumlah kendaraan bermotor dan
kendaraan atas air, jumlah penduduk, dan PDRB terhadap jumlah penerimaan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Atas Air Propinsi Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini ada dua, yaitu :
1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Sriwijaya
2. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

3. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian lebih lanjut.
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